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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Alternative Dispute

Resolution (ADR) merupakan metode penyelesaian sengketa yang banyak diminati oleh

pihak bersengketa, terutama para pelaku usaha bisnis. Dasar hukum ADR di Indonesia adalah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa. ADR dianggap sejalan dengan prinsip para pelaku bisnis yang mengedepankan

prinsip cepat, efisien, dan bersifat rahasia. Lebih lanjut sebagai revolusi hukum dari UU

AAPS dan perkembangan teknologi, muncul penyelesaian sengketa yang dilakukan secara

online. Penyelesaian sengketa secara online melibatkan pihak keempat, yaitu teknologi yang

digunakan.

Walaupun ODR sudah dilaksanakan, akan tetapi sampai saat ini belum ada

pengaturan khusus. Peraturan terkait ODR masih tersebar di beberapa peraturan perundang-

undangan dan bersifat sektoral. Pengaturan ODR dibutuhkan mengingat ketika

menyelenggarakan ODR melibatkan teknologi sebagai pihak keempat, dimana terdapat

kemungkinan kebocoran data pribadi para pihak. Data pribadi harus dilindungi karena

merupakan suatu hasil bentukan dari irisan penggabungan hak atas informasi dan hak atas

privasi. Hak tersebut bagian dari hak konstitusi yang diakui dan dijamin perlindungannya

oleh negara.

Pemerintah sudah mengesahkan pengaturan pelindungan data pribadi melalui

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU PDP

dianggap cukup komprehensi karena mencakup pengaturan mengenai definisi data pribadi,

klasifikasi data, pemrosesan data, pengendali data, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada

Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini
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mengatur terkait penyelenggaraan mediasi secara elektronik. Selain itu Perma ini juga

mengatur kerahasiaan proses mediasi serta dokumen elektronik pada proses mediasi yang

terdiri dari data pribadi para pihak yang wajib dijaga dan dilindungi kerahasiaannya. Saat ini

data bisa dikatakan suatu aset atau komoditi yang bernilai ekonomi tinggi, karena dibutuhkan

pada hampir setiap aspek kehidupan. Sudah banyak kasus kebocoran data pribadi yang terjadi

di beberapa platform. Pada mekanisme ODR, data dikumpulkan dan diproses oleh suatu

platform, disinilah peluang kebocoran terjadi padahal mekanisme ODR bersifat rahasia. Oleh

karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dan khusus mengenai sistem ODR yang telah

disesuaikan dengan ketentuan sistem hukum nasional Indonesia, agar mampu melindungi dan

menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi, juga memberikan manfaat yang tinggi

bagi penyelesaian sengketa di Indonesia.

Saran

Di samping kelebihan dan peluang pengembangan dan implementasi ODR di

Indonesia, diperlukan peran dari berbagai pihak agar penyelenggaraan ODR di Indonesia

berjalan baik. Para pihak dalam penyelenggaraan ODR harus mengakomodasi penerapan

ODR dan melakukan kontrol terhadap penyelesaian sengketa melalui ODR tersebut, dari

proses hingga putusan.134 Diperlukan penguatan pengaturan lebih lanjut dan khusus mengenai

ODR, platform ODR, penilaian platform ODR, pihak-pihak yang terlibat dalam ODR, tata

cara berperkara melalui ODR, basis data ODR, dan aspek kerahasiaan dan perlindungan data

dalam ODR.135

134 Pujiono, Sulistianingsih, D., Penggunaan Online Dispute Resolution Pada Penyelesaian Sengketa
Melalui Arbitrase Di Indonesia, Hukum Politik dalam Berbagai Perspektif, 1 (1), diakses melalui
https://doi.org/10.15294/hp.vlil.105.105 pada 28 Juli 2023.

135 Tanaya, Penerapan Online Dispute Resolution pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam
Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juni 2023,
diakses pada 28 Juli 2023.
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ODR dalam penerapannya dapat menggunakan AI dalam menetapkan putusan yang

bersifat condemtoir, resolusi, rekomendasi bahkan dimungkinkan berkarakter eksekutorial,136

juga untuk penyelesaian sengketa efisien, memberikan kepastian hukum lintas geografi,

bahasa, dan yurisdiksi hukum yang berbeda. Jumlah provider jasa yang menawarkan

penyelesaian sengketa berbasis online harus diikuti dengan jaminan kepastian hukum atas

eksistensi lembaga tersebut. Pengelola adminduk pun tidak luput dari pengaturan mengenai

perlindungan privasi dan data pribadi. Setiap penduduk berhak untuk memperoleh

perlindungan atas privasi dan data pribadi serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai

akibat kesalahan dalam pendaftran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data

pribadi oleh instansi pelaksana.137

136 Armansyah, Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Digital,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses pada 26 Juli 2023.

137 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diakses pada 31 Juli 2023.
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